Menimbang

NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN,

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud
dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan
bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat
nagari;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran
2021 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai
dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan
prinsip  kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, dan kemandirian schingga menciptakan
landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan
menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;

. 1. Undang — Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1643);



10.

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsidan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Talum 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Vims Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau dafam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6516);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 45753);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tabun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana tefah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintsh Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
PehksamanUndang—UndmgNomﬁTalngﬂumngm
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negmkq:ublﬂclndon&aubunzouum]ﬁs,l’m
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubab beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemermtah
Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahum 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Repubik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang
Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negam Repubik Indonesa
Tahun 2017 Nomor 89);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

I8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daecrah Tertinggal dan
Fransmigrast Republik Indonesta Nomor 16 Tahun 2019 teatang

Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1203),

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

20. Pemunm Menten Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tabun 2020 tentang
Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat



Desa (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

71. Peratwran Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahmn
2020 Nomor 1641);

22 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Talaum 2016
tentang Nagari;

24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tm
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagan
serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;

25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang
Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;

26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Pembagian dan Penctapan Rincian Dana Nagari setiap Nagan di
Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021;

27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tabun 2021 Tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagan Yang
Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021;

28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata
Cara Pembagian dan Penctapan Bapi Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah setiap Nagarni yang bersumber dani Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

29. Peraturan Nagari Painan Timur Painan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018 s/d
2024;

30. Peraturan Nagari Painan Timur Painan Nomor 6 Tahun 2019 Tentang

Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Nagari;

31. Peraturan Nagari Painan Timur Painan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari.

32. Peraturan Nagari Painan Timur Painan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang

Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2021.



Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
Dan

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN TAHUN
ANGGARAN 2021.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Painan Timur Painan Tahun Anggaran 2021
dengan rincian scbagai berikut :

1. Pendapatan Nagan Rp. 1.400.165.100,00
2. Belanja Nagari Rp. 1.403.891.746,22
Surplus/Defisit Rp. (3.726.646,22)
3. Pambiayaan Nagan
a_ Penerimaan Pembiayaan Rp. 3.726.646, 22
b. Pengeluaraan pembiayaan  Rp. 0,00
Surplus/Defisit Rp. 3.726.646 22
Sisa Lebih Anggaran Rp. 0,00
Pasal 2

Ursian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Painan Timur Painan
sebagaimana dimaksud pada Pasal I tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3
Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Nagari sebagai landasan pelaksanaan APB Nagari.

Pasal 4

1) Pemerintash Nagari melaksanakan kegiatan untuk kegiatan untuk penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan mendesak.

2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) menggunakan anggaran jenis
belanija tidak terduga.

3) Pemerintah Nagari dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat
Rancangan Anggaran Peraturan Nagari tentang APB Nagari.

4) Kegiatan yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
a. Bukan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Nagari dan tidak dapat diprediksi



sebelumnya;
b. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang;
¢. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Nagari;
d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang .
disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
¢. Berskala lokal Nagari.

Pasal 5
a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan pada tahun berjalan;
b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
c. Kegiammbdmndﬂakmnahnpadauhmsebdmyadmmmyebabkm SILPA
akan dilaksanakan dalam tahun betjalan.

Pasal 6
Peraturan Nagari Painan Timur Painan Kecamatan 1V Jurai Kabupaten Pesisir Selatan i
mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Lembaran Nagari Painan Timur Painan.

padatanggnl - 10 Maret 2021

Diundangakan di
pada tanggal

SEKRETARIS NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

YURMIA
LEMBARAN NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
TAHUN 2021 NOMOR2



